
BAB II  

GAMBARAN UMUM KAB. BIMA 

2.1. Geografis, Topografis dan Geohidrologi. 
 

Kabupaten Bima, yang merupakan bagian dari propinsi NTB, berada di ujung 
timur propinsi NTB. Luas wilayah Kabupaten Bima mencapai 4.374,65 km2, 
terdiri atas 315,96 Km2 atau 7,22 persen lahan sawah dan 4.058,69 Km2 atau 
92,78 persen lahan bukan sawah. Luas lahan sawah ini meningkat sebanyak 8,53 
km2 jika dibandingkan tahun 2008 yang luasnya 307,43 Km2. Peningkatan luas 
areal sawah ini didorong oleh semakin berkurangnya luas hutan, baik itu hutan 
negara maupun luas hutan rakyat. Di antara 18 kecamatan di Kabupaten Bima, 
Kecamatan Sanggar dan Tambora memiliki wilayah yang paling luas, masing-
masing 16,46 persen dan 11,54 persen dari luas wilayah kabupaten. Dari sisi 
jarak ke pusat pemerintahan Kabupaten, Kecamatan Sanggar dan Tambora 
merupakan kecamatan yang berlokasi terjauh, dimana jarak masing-masing 
sekitar 130 km dan 250 km. Kecamatan Donggo mempunyai ketinggian sekitar 
500 m di atas permukaan laut sehingga menjadikan Kecamatan ini sebagai 
kecamatan dengan lokasi ketinggian tertinggi di atas permukaan laut. Rata-rata 
curah hujan selama tahun 2009 mencapai 63,87 mm per bulan dengan hari 
hujan rata-rata 5,81 hari per bulan, lebih rendah dibandingkan tahun 2008 yang 
mencapai 84,36 mm per bulan dengan banyak hari hujan rata-rata 6,9 hari per 
bulan. Curah hujan tertinggi terjadi antara bulan Januari, Februari dan Desember 
yaitu 188,8 mm, 181,4 mm dan 335,6 mm.  
 

Hidrologi 

Kondisi hidrologi wilayah yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan 

pembangunan Wilayah Kabupaten adalah kondisi genangan, sungai dan mata 

air. Sebagian kecil dari wilayah Kabupaten Bima dipengaruhi pasang surut 7 Ha 

(0,002 %) dan rawa yang tergenang terus-menerus menempati areal seluas 287 

Ha (0.066 %). 

Di wilayah Kabupaten Bima banyak mengalir sungai, baik sungai besar maupun 

sungai kecil dengan panjang aliran antara 5 sampai 95 km. Dari sungai-sungai 

yang ada tersebut sebagian besar yaitu 20 sungai sudah dimanfaatkan untuk 

irigasi. Adapun sungai-sungai yang sudah dimanfaatkan untuk irigasi adalah 

seperti disajikan dalam pada Tabel 2.1 berikut : 

 



Tabel 2.1 Sungai-Sungai Yang Mengairi Daerah Irigasi di 
Kabupaten Bima  

No Nama Sungai 
Daerah 

Irigasi 
Kecamatan Debit (M3) 

Luas Baku 

(Ha) 

1 S. Campa 

Lebo 

Bolo 

2 1000 

Ncangakai 2,5 1375 

Brj. Bontokape 2 703 

2 S. Madapangga 
Madapangga 

Madapangga 
2 454 

ori Rade 1,6 307 

3 S. Kerengo Ncoha Bolo 1,5 522 

4 S. Pandede Rora Kecil Donggo 2,5 601 

5 S. Mbawa Ndano Rangga Donggo 0,8 520 

6 S. Kala Sori Monca Donggo 0,5 300 

7 S. Manggi Diwu Tangiri Donggo 2 500 

8 S. Boroloka Oikawa Sanggar 0,5 300 

9 
S. Kampasi Taloko 

Sanggar 
  

  Brj. Taloko   

10 

 Pela Parado 

Monta 

2,6 337 

S. Paradokanca Sie 1 181 

  Tenga 1,5 569 

  Kalate 1,7 968 

11 
S. Kawuwu Ncera Tongondoa 

Belo 
2,4 750 

 Ngali   

12 S. Roka Embung Roi Belo   

13 S. Kuta Leka Belo 1,5 350 

14 S. Ntonggu K. Ntonggu Belo 1 530 

15 S. Kaleli Ngaro Rangga Wera 1,5 150 

16 S. Nunggi/Tawali Brj. NaE Wera Wera 2 600 

17 S. Karumbu Diwusadundu Wawo 1,2 900 

18 S. Sambu Sambu Wawo 0,5 100 

19 

S. Sumi Sari 

Sape 

2,4 1000 

  Sape 1,5 1000 

  Brj. Wuwu 1,5 306 

20 S. Diwu Moro Sumi Sape 2,5 860 

Sumber : Dinas PU Kab. Bima, 2009 



 

Topografi dan Kemiringan Tanah (Slope)  
 
Luas lahan datar terbesar (0-2%) terdapat di Kecamatan Woha dengan 

luas 4.593 ha dari luas total kemiringan lahanya. Lahan bergelombang (2-15%) 

terbesar terdapat pada Kecamatan Sanggar/Tambora sebesar 47.548 ha. 

Keadaan lahan curam (15-40%) terbesar terdapat pada Kecamatan Belo, 

Donggo, Monta, dan Wera/Ambalawi dari masing-masing luas wilayahnya. 

Sedangkan keadaan lahan sangat curam (>40) terbesar terdapat pada 

Bolo/Madapangga, Sape/Lambu dan Wawo/Langgudu dari masing-masing luas 

wilayahnya. 

Tabel 2.2 Kemiringan Lahan setiap Kecamatan di Kabupaten Bima  

No Kecamatan 
Kelompok Kemiringan 

Jumlah 
0-2 % 3-15 % 16 - 40% > 40 % 

1 Monta 4,016 6,100 29,054 9,711 48,881 

2 Parado  - - - - - 

3 Madapangga - - - - - 

4 Woha  4,593 784 2,364 2,716 10,457 

5 Belo 4,409 4,108 7,698 2,169 18,384 

6 Langgudu - - - - - 

7 Wawo   68 8,080 14,480 22,851 45,479 

8 Sape 5,760 11,792 4,272 41,813 63,637 

9 Lambu - - - - - 

10 Wera 2,832 11,700 26,696 23,592 64,820 

11 Ambalawi - - - - - 

12 Donggo 1,024 12,100 20,163 13,268 46,555 

13 Sanggar 7500 37,448 32,405 33,023 110,376 

14 Tambora - - - - - 

15 Bolo 8,100 4,400 8,394 9,457 30,351 

16 Soromandi - - - - - 

17 Lambitu - - - - - 

18 Palibelo - - - - - 

Jumlah 38,302 96,512 145,526 158,600 438,940 

% 8.73 21.99 33.15 36.13 100.00 

Sumber Data : Data RPJMD tahun 2010 – 2015 Bappeda 



 
Topografi wilayah Kabupaten Bima pada umumnya berbukit-bukit. Sebagian   
wilayahnya mempunyai topografi yang cukup bervariasi dari datar hingga 
bergunung dengan ketinggian antara 0-477,50 m di atas permukaan laut (m 
dpl). Berdasarkan kelompok kemiringan lahan, wilayahnya dapat dikelompokkan 
atas kelompok lereng  0-2 %, 3-15 %, 16-40 % dan > 40 %. 
Kabupaten Bima dipengaruhi tipe iklim D, E dan F (menurut Schmidth dan 
Ferguson, 1951). Musim hujan relatif pendek, curah hujan rata-rata tahunan 
sebesar 83 mm3 dengan hari  hujan 6 hari/tahun.  Suhu udara siang hari antara 
28 – 32°C. Terjadi perbedaan suhu udara yang sangat besar antara siang dan 
malam hari. Selain curah hujan tahunan yang relative kecil, penyebarannyapun 
juga tidak merata, dimana bulam Mei-Oktober merupakan bulan yang jarang 
terjadi hujan.  

 
Struktur geologi di wilayah Kabupaten Bima terbagi dalam jenis batuan : 
a. Batuan endapan permukaan terdiri dari kerikil, pasir, lempung utama 

bersusun endisit dengan penyebaran terdapat dari  daerah-daerah 
pegunungan sampai ke pantai.  

b. Batuan endapan hasil gunung api terdiri dari hasil gunung api tua.  
c. Batuan endapan yaitu terumbu koral terangkat, yang terdapat di daerah 

pantai.  
d. Batuan terobosan merupakan batuan terobosan yang mempunyai susunan 

batuan yang tidak dapat dibedakan dan menerobos batuan hasil endapan 
gunung api, penyebarannya terdapat di daerah Bolo dan Monta. 

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Bima adalah endapan Aluvial coklat, 
Litosol, Regosol  dan Mediteran Coklat. 
 

Tabel 2.3 Penyebaran Jenis Tanah di Kabupaten Bima 
Jenis Tanah Luas (Ha) % 

Aluvial 31,464 7.17 

Regosol 96,934 22.08 

Litosol 179,481 40.89 

Mediteran 116,064 26.44 

Lain-lain 14,997 3.42 

Total 438,940 100.00 

Sumber: BPS Kab. Bima dikutip dari RPJMD tahun 2010 - 2015 

2.2. Administratif.  
  
Kabupaten Bima terletak pada 118044” bujur timur sampai dengan 119022” bujur 

timur, serta 08008” sampai dengan 080.57” lintang selatan. Luas Wilayah 

Kabupaten Bima adalah 4.374,65 km2. 

Batas wilayah Kabupaten Bima adalah: 



1. Sebelah Utara  : Laut Flores 
2. Sebelah Timur  : Laut Sape 
3. Sebelah Barat  : Kabupaten Dompu 
4. Sebelah Selatan  : Samudra Indonesia 

Kabupaten Bima bersebelahan (mengelilingi) Kota Bima, yang merupakan daerah 
pemekaran dari Kabupaten Bima pada tahun 2002.  



2.3. Kependudukan.  

 
Dengan jumlah penduduk pada tahun 2010 sebanyak 438.522 jiwa dan luas 
wilayah 4.389,40 Km2 berarti tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Bima rata-
rata sebesar 100 jiwa per Km2 meningkat dari 97.12 jiwa per Km2 tahun 2007. 
Selain itu penyebaran penduduk juga belum merata di seluruh wilayah 
Kabupaten Bima, dengan  luas wilayah Kecamatan antara 66,93 Km2 s/d 627,82 
Km2 per Kecamatan, menyebabkan kepadatan penduduk di Kecamatan cukup 
bervariasi yaitu antara 10 jiwa/km2 s/d  704 jiwa per Km2.  

 

Tabel 2.4 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Dalam  
Kabupaten Bima Tahun 2010 (Hasil Sensus Penduduk 2010) 

No. Kecamatan 
Luas Wilayah 

(Km2) 

Penduduk Kepadatan 
Penduduk 

(Jiwa/Km2) Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 Monta 227.43 16,868 16,502 33,370 147 

2 Bolo 62.93 22,113 22,163 44,276 704 

3 Woha 375.57 21,865 22,034 43,899 117 

4 Belo 44.76 12,312 12,645 24,957 558 

5 Wawo 241.29 7,745 8,407 16,152 67 

6 Sape  232.12 26,518 26,579 53,097 229 

7 Wera 465.32 13,891 14,086 27,977 60 

8 Donggo 130.41 8,243 8,496 16,739 128 

9 Sanggar 477.89 5,961 5,877 11,838 25 

10 Ambalawi 180.65 9,103 9,031 18,134 100 

11 Langgudu 322.94 13,042 13,241 26,283 81 

12 Lambu 404.25 16,882 16,946 33,828 84 

13 Mada Pangga 237.58 13,481 13,974 27,455 116 

14 Tambora 627.82 3,462 3,113 6,575 10 

15 Soromandi 335.08 7,736 7,736 15,472 46 

16 Parado 261.29 4,298 4,373 8,671 33 

17 Lambitu 65.4 2,548 2,508 5,056 77 

18 Palibelo 71.58 12,212 12,531 24,743 346 

 Total 4,389.40 218,280 220,242 438,522 100 

     Sumber  :  BPS Kab. Bima, 2010. 

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Bima tahun 2010 berdasarkan hasil sensus 
penduduk 2010 sebesar 1,04%.  



Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bima tahun 2008 adalah sebanyak 93.597 
jiwa atau 21,79% dari jumlah penduduk. Kemudian menurun pada tahun 2009 
menjadi sebesar 88.624 jiwa atau 20,42%, dan diproyeksikan menurun menjadi 
85.122 jiwa atau 19,41% pada tahun 2010 

 

Tabel 2.5  Jumlah penduduk miskin 
di Kabupaten Bima Tahun 2005-2010 

No Uraian 
Tahun 

2005 2006 2007 2008 2009 2010* 

1 
Jumlah Penduduk 416.413 420.744 425.120 429.541 434.008 438.522  

2 
Jumlah Penduduk Miskin 103.812 115.284 106.790 93.597 88.624 85.122 

3 
% Penduduk Miskin 24,93 27,40 25,12 21,79 20,42 19,41 

     Sumber : BPS dan Hasil Olahan Bappeda Kab. Bima, 2010 

 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 

Kondisi sumberdaya manusia Kabupaten Bima dapat diukur melalui Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2005, IPM Kabupaten Bima sebesar 61,70 
dan meningkat menjadi 65,02 pada tahun 2009 dan diproyeksikan IPM Kabupaten Bima 
meningkat menjadi 66,23 pada tahun 2010 

Tabel 2.6 Indeks Pembangunan Manusia 
Kabupaten Bima Tahun 2005-2010 

No Uraian 

Tahun 

2005 2006 2007 2008 2009 2010* 

1 Angka Melek Huruf (%) 81,4 85,75 85,80 94,67 98,16 98,40 

2 Rata-rata lama sekolah (Tahun) 7.20 7.20 7,20 7,30 7,33 7,36 

3 Angka Harapan Hidup (Tahun) 60,9 61,70 62,01 65,75 67,43 68,77 

4 Parietas Daya Beli (Rp. 000) 598,00 598,30 605,20 611,60 616,20 619,7 

 5 Indeks Pembangunan Manusia 61,70 63,14 63,86 64,39 65,02 66,23 

       Sumber: BPS dan Bappeda Kabupaten Bima, 2010  

Hasil pembangunan Kabupaten di bidang pendidikan (diukur dari Indeks Pendidikan), 
bidang kesehatan (diukur dari Indeks Harapan Hidup), dan bidang ekonomi (diukur dari 
Indeks Pendapatan) terus mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan. 
Bahkan untuk Indeks Harapan Hidup dan Indeks Pendidikan Kabupaten Bima lebih tinggi 
daripada Provinsi NTB. 

 
 



Berdasarkan Jenis Pekerjaan  

Angkatan kerja adalah angkatan kerja yang berstatus bekerja atau sementara 
tidak bekerja, sedangkan pencari kerja adalah angkatan kerja yang sedang 
mencari kerja. Jumlah angkatan kerja yang terdaftar di Kabupaten Bima pada 
tahun 2010 sebanyak 202.441 orang, pekerja sebanyak 192.926 orang, dan 
pencari kerja/penganggur terbuka 9.515 orang. 
Tenaga kerja di Kabupaten Bima pada umumnya terserap pada sektor pertanian, 

perdagangan dan pemerintahan, dimana hal tersebut didorong oleh 

meningkatnya penyerapan tenaga kerja pada sub sektor  jasa pemerintahan, 

terlaksananya beberapa program yang mengarah pada usaha ekonomi produktif, 

kemudahan akses kredit keuangan mikro, koperasi dan perbankan, serta 

banyaknya proyek padat kerja.  

Jumlah Kepala Keluarga Per Kecamatan  
 

Kondisi penduduk Kabupaten Bima berdasarkan pada jumlah Kepala Keluarga (KK), 
dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut :   

Tabel 2.7 Jumlah Kepala Keluarga Per Kecamatan tahun 2010 

No Kecamatan Jumlah Desa Jumlah  RT Jumlah KK 

1 
Monta 12 154 9.376 

2 
Bolo 12 146 11.519 

3 
Woha 15 165 10.936 

4 
Belo 8 109 8.244 

5 
Wawo 9 113 4.248 

6 
Sape 17 237 12.198 

7 
Wera 11 189 8.396 

8 
Donggo 8 99 4.295 

9 
Sanggar 6 52 2.899 

10 
Ambalawi 6 107 5.102 

11 
Langgudu 12 175 9.813 

12 
Lambu 12 157 9.587 

13 
Madapangga 10 149 7.540 

14 
Tambora 5 34 1.191 

15 
Soromandi 6 79 4.092 

16 
Parado 5 59 2.493 

17 
Lambitu 5 36 1.400 

18 
Palibelo 9 134 5.365 

 Jumlah 168 2194 118.694 

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 



2.4. Pendidikan. 

 
Pendidikan adalah merupakan salah satu komponen yang memegang peranan 
penting dalam Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bima. pencapaian 
dalam bidang pendidikan pada tahun 2008 terdiri dari : rata-rata lama sekolah 
dan angka melek huruf.  

Angka melek huruf Kabupaten Bima terus meningkat dari tahun 2005 sebesar 
81,4 menjadi 85,80 pada tahun 2007 dan 94,67 pada tahun 2008 atau rata-rata 
naik sebesar 2,7% setiap tahunnya, sedangkan rata-rata lama sekolah 
mengalami peningkatan dari 7,2 tahun pada tahun 2007 menjadi 7,3 tahun 
pada tahun 2008. Hal ini menunjukan bahwa walaupun rata-rata lama sekolah 
mengalami peningkatan setiap tahunnya tapi rata-rata tingkat pendidikan 

penduduk Kabupaten Bima masih belum sampai tamat SMP. 

Hal ini sebagian besar disebabkan oleh beberapa hal antara lain : 

1. Terbatasnya kemampuan masyarakat dari sisi biaya, terutama yang 
tergolong miskin untuk melanjutkan pendidikan. 

2. Masih ada masyarakat yang mengalami kesulitan akses menuju ke 
sekolah sebagai akibat dari keterpencilan wilayah dan sebaran sarana 
pendidikan yang belum merata sehingga membutuhkan biaya transport 
yang cukup besar untuk menjangkau sarana pendidikan tersebut. 

3. Masih adanya masyarakat pada daerah perdesaan yang beranggapan 
bahwa pendidikan tidak terlalu penting sehingga lebih memilih menyuruh 
anak-anak mereka membantu mencari nafkah daripada menyuruh 
mereka ke sekolah.  

Angka Partisipasi Murni (APM) yaitu angka yang menunjukan jumlah siswa usia 
sekolah yang sekolah formal dibandingkan dengan penduduk usia sekolah, 
sedangkan indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) yaitu angka yang 
menunjukan jumlah siswa seluruhnya termasuk siswa yang mengikuti 
pendidikan non formal dibagi dengan penduduk usia sekolah.  

 
Tabel 2.8 Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar 

NO 
ANGKA 

PARTISIPASI 

TAHUN (%) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010* 

1 Angka Partisipasi 
Murni 

         

  - SD 97,44 97,49 97,98 99,04 98,06 99.00 

  - SLTP 81,77 82,33 83,21 84,04 85,54 86.02 

  - SLTA 61,25 61,75 62,67 63,26 64,05 64.46 

2 Angka Partisipasi 
Kasar 

        

  - SD 104,01 104,04 104,01 103,9 105,03 105.36 

  - SLTP 83,72 85,27 85,15 80,05 92,61 93.42 

  - SLTA 62,34 63,31 63,92 66,28 67,31 68.35 

Sumber : Dikpora dan Hasil olahan Bappeda Kab. Bima, 2010 

* Angka Proyeksi 



Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Bima untuk tingkat SD pada tahun 
2005 sebesar 97,44% meningkat menjadi 98,06% pada tahun 2009, dan 
diproyeksikan menjadi 99,00% pada tahun 2010. Begitu juga halnya APM 
tingkat SLTP dan SLTA mengalami kenaikan dari sebesar 81,77% dan 61,25% 
pada tahun 2005 menjadi 85,54% dan 64,05% pada tahun 2009, dan 
diproyeksikan sama-sama meningkat menjadi 86,02% dan 64,46% pada 
tahun 2010. Sementara Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Bima untuk 
tingkat SD dalam 5 tahun terakhir (2005-2009) mencapai rata-rata lebih dari 
100% dan diproyeksikan sebesar 105,36% pada tahun 2010. Untuk APK 
tingkat SLTP dan SLTA secara rata-rata cenderung mengalami peningkatan 
dari masing-masing sebesar 83,72% dan 62,34% pada tahun 2005 menjadi 
92,61% dan 67,31% pada tahun 2009, dan diproyeksikan meningkat menjadi 
93,42% dan 68,35% pada tahun 2010. Meningkatnya APM menunjukkan 
semakin banyaknya penduduk usia sekolah yang bersekolah di sekolah formal.  

Indikator-indikator keberhasilan pendidikan di Kabupaten Bima secara umum 
dapat dilihat pada tabel berikut :  

 

Tabel 2.9 Indikator-Indikator Pendidikan 
 

NO INDIKATOR 
TAHUN 

2008 2009 

1. SD 401 405 

 - Drop Out 241 (0,37%) 139 (0,21%) 

 - Angka Kelulusan 10.033 9.988 

 - Tambahan Sekolah 6 5 

2. SLTP 68 77 

 - Drop Out 197 (0,75%) 99 (0,37%) 

 - Angka Kelulusan 8.261 8.938 

 - Tambahan Sekolah 3 15 

3. SLTA 47 49 

 - Drop Out 122 (0,79%) 126 (0,81 %) 

 - Angka Kelulusan 5.546 5.236 

 - Tambahan Sekolah 9 8 

Sumber : Dikpora Kab. Bima, 2009 

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, Pemerintah Kabupaten Bima telah 
membangun banyak sekolah pada berbagai jenjang pendidikan. jumlah 

sekolah pada tahun 2007-2009 dapat dilihat pada Tabel 2.10 berikut:  



Tabel 2.10  Jumlah Sekolah pada Tahun 2006-2009 

No Sarana Pendidikan 
Jumlah 

2006 2007 2008 2009 

1 TK Negeri 1 3 11 14 

Swasta 168 206 225 226 

2 SD  Negeri 395 395 399 401 

Swasta - - 2 2 

3 SMP 

 

Negeri 49 49 52 55 

Swasta 10 10 10 13 

4 SMA Negeri 16 19 28 29 

Swasta 14 14 14 32 

5 SMK Negeri 5 5 5 5 

Swasta - - - - 

                       Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bima, 2009 
 

Rasio jumlah kelas dengan jumlah siswa di Kabupaten Bima sampai tahun 2008 
dapat dilihat pada tabel 2.11 di bawah ini : 

 
Tabel 2.11 Rasio Antara Jumlah Lokal/ Kelas dengan 

Jumlah Siswa Sekolah di Kabupaten Bima Tahun  2006 -  2009 

Tahun 

 

SD 

Rasio 

 

SLTP 

Rasio 

 

SMU 

Rasio 

 

Jumlah jumlah Jumlah jumlah Jumlah Jumlah 

Lokal Siswa Lokal Siswa Lokal Siswa 

2006 1,935 70,900 37 579 29,315 51 262 14,969 57 

2007 2,020 64,162 32 675 25,674 38 308 15,895 52 

2008 2,076 64,820 31 703 26,254 37 411 15,430 38 

2009 2,126 62,988 30 710 25,365 36 420 15,598 37 

Sumber : Dinas Dikpora Kab Bima, 2009 

 

Berdasarkan pada tingkat pendidikan, kondisi penduduk Kabupaten Bima dapat 
dilihat pada grafik berikut :   

 



Porsentase Tingkat Pendidikan Penduduk di Kabupaten Bima

Tidak / belum 

sekolah, 16.67%

Universitas, 2.92%

 Diploma, 1.83%

Tidak / belum tamat 

SD, 13.83%

SD sederajat, 

26.24%

SLTP sederajat, 

17.07%

SLTA sederajat, 

21.44%

 

 
 
2.5. Kesehatan.  

 
Indikator keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan antara lain dapat 
dilihat dari meningkatnya angka harapan hidup dari 60,90 tahun 2005 menjadi 
67,43 tahun 2009, dan proyeksikan meningkat menjadi 68,77 pada tahun 2010.  

Angka kematian bayi menurun dari 54 orang tahun 2006 menjadi 35 orang tahun 
2009. Begitu juga halnya angka kematian ibu melahirkan menurun dari 14 orang 
tahun 2006 menjadi 10 orang tahun 2009. Jumlah penderita gizi buruk dari 214 
kasus tahun 2006 menjadi 60 kasus tahun 2009. 

 

Tabel 2.12 Indikator Peningkatan Kesehatan Ibu dan KB 
Tahun 2006-2009 

No Uraian 
Tahun 

2006 2007 2008 2009 

1 Bayi Gizi buruk 214 114 67 60 

2 Angka Kematian Ibu 14 10 10 10 

3 Angka Kematian Bayi 54 43 38 35 

        Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bima, 2009 

Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pemerintah 
Kabupaten Bima juga telah meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan. Hal 
ini dapat dilihat dari semakin banyaknya tempat untuk berobat yang memadai 
bagi masyarakat di Kabupaten Bima. Pada tahun 2005, jumlah tempat berobat 
sebanyak 634 unit dan meningkat menjadi 736 unit pada tahun 2009.   



Tabel 2.13   
Jumlah sarana dan prasarana kesehatan 

 

 

           Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bima, 2009 

Disamping itu, juga ditunjang oleh ketersediaan tenaga medis maupun 
paramedis, baik paramedis perawat maupun non perawat yang tersebar di semua 
Pusat Kesehatan Masyarakat di seluruh Kecamatan di Kabupaten Bima, walaupun 
belum didukung oleh ketersediaan tenaga dokter spesialis. Untuk meningkatkan 
pelayanan kesehatan masyarakat, pemerintah kabupaten Bima terus menambah 
tenaga kesehatan secara signifikan. Hal ini dapat diketahui dari semakin 
meningkatnya jumlah tenaga kesehatan yang pada tahun 2005 berjumlah 181 

orang, meningkat secara darastis menjadi 326 orang pada tahun 2009. 

Tabel 2.14 
Jumlah Tenaga Medis dan Paramedis Kesehatan 

 

No 
Tenaga 

Medis/Paramedis 

Jumlah orang / Tahun 

2005 2006 2007 2008 2009 

1 Dokter Umum 20 20 22 29 39 

2 Dokter Spesialis 0 7 7 12 12 

3 Apoteker 5 7 7 8 15 

4 Perawat 49 67 120 107 110 

5 Bidan 107 107 116 115 150 

Jumlah 181 208 272 271 326 

             Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bima, 2009 

 

No Jenis Tempat Berobat 

Jumlah Unit / Tahun 

2005 2006 2007 2008 2009 

1 Rumah Sakit 1 1 1 1 1 

2 Puskesmas 14 14 20 20 20 

3 Puskesmas Pembantu 66 71 77 81 86 

4 Posyandu 478 478 522 522 522 

5 Polindes 75 78 78 95 107 

Jumlah 634 642 698 719 736 



2.6. Sosial Masyarakat.  

 
Kabupaten Bima berdiri pada tanggal 5 Juli 1640 M, ketika Sultan Abdul Kahir 
dinobatkan sebagai Sultan Bima I yang menjalankan Pemerintahan berdasarkan 
Syariat Islam. Peristiwa ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Bima yang 
diperingati setiap tahun. Bukti-bukti sejarah kepurbakalaan yang ditemukan di 
Kabupaten Bima seperti Wadu Pa’a, Wadu Nocu, Wadu Tunti (batu bertulis) di 
dusun Padende Kecamatan Donggo menunjukkan bahwa daerah ini sudah lama 
dihuni manusia. Dalam sejarah kebudayaan penduduk Indonesia terbagi atas 
bangsa Melayu Purba dan bangsa Melayu baru. Demikian pula halnya dengan 
penduduk yang mendiami Daerah Kabupaten Bima, mereka yang menyebut 
dirinya Dou Mbojo, Dou Donggo yang mendiami kawasan pesisir pantai. 
Disamping penduduk asli, juga terdapat penduduk pendatang yang berasal dari 
Sulawesi Selatan, Jawa, Madura, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur dan Maluku.  

Seiring dengan perjalanan waktu, Kabupaten Bima juga mengalami 
perkembangan kearah yang lebih maju. Dengan adanya kewenangan otonomi 
yang luas dan bertanggungjawab yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam 
bingkai otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang (UU) 
No. 22 tahun 1999 dan direvisi menjadi UU No. 33 tahun 2004, Kabuapten Bima 
telah memanfaatakan kewenangan itu dengan Profil Kabupaten Bima tahun 2008 
terus menggali potensi-potensi daerah baik potensi sumberdaya manusia 
maupun sumberdaya alam agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk 
mempercepat pertumbuhan daerah dan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat.  

Untuk memenuhi tuntutan dan meningkatkan pelayanan pada masyarakat, 
Kabupaten Bima telah mengalami beberapa kali pemekaran wilayah mulai tingkat 
dusun, desa, kecamatan, dan bahkan dimekarkan menjadi Kota Bima pada tahun 
2001. Hal ini dilakukan tidak hanya untuk memenuhi semakin meningkatkan 
tuntutan untuk mendekatkan pelayanan pada masyarakat yang terus 
berkembang dari tahun ke tahun tetapi juga karena adanya daya dukung 
wilayah. Sejarah telah mencatat bahwa Kabuapten Bima sebelum otonomi 
daerah hanya terdiri dari 10 kecamatan, kemudian setelah otonomi daerah 
kecamatan sebagai pusat ibukota Kabupaten Bima dimekarkan menjadi Kota 
Bima, dan Kabupaten Bima memekarkan beberapa wilayah kecamatannya 
menjadi 14 kecamatan dan pada tahun 2006 dimekarkan lagi menjadi 18 
kecamatan dengan pusat ibukota kabupaten Bima yang baru dipusatkan di 
Kecamatan Woha. (Bappeda Kab. Bima) 

Total Angkatan Kerja (2005) di Kabupaten Bima mencapai 243.352 orang yang 
terdiri dari 234.450 orang pekerja dan 8.902 orang pencari kerja/pengangguran 
(3,66%). Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, total angkatan kerja 
di Kabupaten Bima semakin meningkat, dimana pada tahun 2009 menjadi 
287.018 orang  yang terdiri dari pekerja sebanyak 279.920 orang dan pencari 
kerja sebanyak 7.098 orang (2,47%). Tingkat pengangguran di Kabupaten Bima 
dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di NTB berada pada urutan terendah yang 
diikuti oleh kabupaten Sumbawa Barat yang mencapai 6,81%. Tingkat 



pengangguran tertinggi justru terjadi di Kota Mataram sebesar 13,58% dan Kota 
Bima sebesar 12,76%. Rendahnya tingkat pengangguran di Kabupaten Bima 
karena pada umumnya sebagian besar tenaga kerja bisa bekerja pada sektor 
pertanian yang masih menyediakan lapangan kerja yang relatif besar, 
perdagangan dan pegawai pemerintah. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja 
pada sub sektor  jasa pemerintahan, terlaksananya beberapa program yang 
mengarah pada usaha ekonomi produktif, kemudahan akses kredit keuangan 
mikro, koperasi dan perbankan, serta banyaknya program padat karya  
menyebabkan rendahnya angka pengangguran di Kabupaten Bima.  

 

Tabel 2.15 Jumlah angkatan kerja yang terdaftar  
di Kabupaten Bima Tahun 2005-2009 

Klasifikasi 
Jumlah (Tahun) 

2005 2006 2007 2008 2009 

Jumlah pekerja  234.450 246.931 269.882 274.577 279.920 

Jumlah pencari kerja  8.902 8.944 8.861 8.992 7.098 

Jumlah angkatan 

kerja  

243.352 255.875 278.743 283.569 287.018 

% Pencari Kerja 

(Pengangguran)  
3,66 3,50 3,18 3,17 2,47 

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,  dan Hasil Olahan Bappeda Kabupaten Bima, 2010  

Tabel 2.16 
Data Pemeluk Agama Kab. Bima: 

No 
Kecamatan 

 
Islam 

Kristen 
Hindu Budha 

Jumlah 

Total Protestan Katolik 

1 Monta 33.238 - - - - 33.238 

2 Parado 8.863 - - - - 8.863 

3 Bolo 41.893 - 2 - - 41.895 

4 Mada pangga 27.698 - 284 - - 27.982 

5 Woha  40.420 7 39 38 1 40.505 

6 Belo 19.492 - - - - 19.520 

7 Palibelo 23.930 - - - - 23.930 

8 Langgudu 30.052 - - - - 30.052 

9 Wawo 17.858 - - - - 17.858 

10 Lambitu 3.187 - - - - 3.187 

11 Sape 50.237 90 3 4 8 50.342 

12 Lambu 31.755 - - - - 31.755 

13 Wera 27.823 - - 6 - 27.829 

14 Ambalawi  17.944 - - - - 17.944 

15 Donggo 15.653 302 632 - - 16.587 

16 Soromandi 13.261 - - - - 13.261 

17 Sanggar  11.604 - 8 10 9 11.631 

18 Tambora  3.757 - 29 42 - 3.828 

Jumlah Total 418.665 403 1.004 117 18 420.207 
Sumber : Kantor Departemen Agama Kabupaten Bima 



2.7. Perekonomian.  

 
Untuk mengetahui laju pertumbuhan PDRB baik atas harga berlaku maupun 
harga konstan dapat dilihat pada grafik. Pertumbuhan PDRB harga berlaku  
selama 2005- 2009 berada pada kisaran 9% - 15%. Pertumbuhan tertinggi 
terjadi pada tahun 2008 sebesar 15,08%, sementara yang terendah mencapai 
9,47%% tahun 2005. Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB harga 
konstan justru pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun  2009  sebesar 6,43% 
pada saat pertumbuhan PDRB harga berlaku mencapai 14,56%. Oleh karenanya, 
tinggi–rendahnya pertumbuhan ekonomi (PDRB harga konstan) ditentukan oleh 
laju pertumbuhan PDRB harga berlaku dan laju inflasi.   
 

Grafik  2.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik Tingkat  Pertumbuhan PDRB  ADHK/ ADHB Kab. Bima, 2005- 2009 

 
 

Untuk mengetahui laju pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi yang 
merupakan dampak berbagai aktifitas masyarakat di Kabupaten Bima dapat 
dilihat pada grafik berikut  

 
Grafik 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Data BPS berbagai edisi  (diolah) 
Grafik Pertumbuhan  Rata-Rata PDRB Riil Menurut Sektor (2005-2009)  
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Bila dilihat pertumbuhan rata-rata per sektor selama 2005-2009, maka sektor 
tersier mencapai 5,39%, sektor sekunder sebesar  3,93% dan sektor primer  
sebesar 4,07%. Pertumbuhan primer didorong oleh meningkatnya 
pertumbuhan sektor pertanian dan pertambangan/penggalian. Masih cukup 
baiknya pertumbuhan sektor pertanian disebabkan meningkatnya produksi dan 
nilai pasar dari komodoti tanaman pangan dan hasil  perikanan. Sementara 
pertumbuhan sektor sekunder disebabkan berkembangnya  usaha  listrik, gas 
dan air minum  dan usaha bangunan. Di samping itu berkembang pula kegiatan 
industri pengolahan akibat meningkatnya program pembinaan yang dilakukan 
oleh dinas terkait yang disertai  dukungan dana perbankan dan lembaga 
keuangan lainnya dalam upaya pengembangan usaha industri. Sedangkan 
sektor tersier didukung oleh peningkatan permintaan terhadap sektor 
pengangkutan dan komunikasi dan usaha perdagangan  baik skala besar 
maupun eceran. Di samping itu, berkembang pula jasa pemerintahan, karena 
selama otonomi daerah terjadi peningkatan dana dan kebutuhan 
penyelenggaraan pemerintahan. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu 
wilayah tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya peranan masing-masing sektor 
dalam pembentukan PDRB, tetapi juga dipengaruhi oleh laju pertumbuhan 
masing-masing sektor yang mempunyai peranan yang cukup besar. Selama 
tujuh tahun terakhir rata-rata pertumbuhan tertinggi berada pada sektor listrik, 
gas dan air dengan laju pertumbuhan sebesar 5,91 persen per-tahun, 
sedangkan terendah ditempati oleh sektor jasa-jasa yang hanya tumbuh 
sebesar 2,42 persen. Selain sektor pertanian dan sektor jasa-jasa, rata-rata laju 
pertumbuhan semua sektor berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi 
Kabupaten Bima. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pendorong utama 
peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bima selama lima tahun terakhir 
adalah sektor pertanian dan sektor perdagangan.   

Grafik 2.3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data BPS berbagai edisi (diolah) 
Grafik Trend Pertumbuhan PDRB Riil Menurut Sektor Primer, Sekunder dan Tersier, 2005-2009 

 

Memperhatikan laju pertumbuhan masing-masing sektor, pada tahun 2007-
2009 sektor sekunder mengalami pertumbuhan tertinggi, diikuti sektor tersier 
dan sektor primer. Selama periode 2005-2009 sektor yang mengalami 
pertumbuhan yang relatif berfluktuasi agak tinggi dibandingkan sektor lainnya 
adalah sektor sekunder.  
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Bila dibandingkan ketiga sektor tersebut dari aspek stabilitas pertumbuhan, 
maka yang paling stabil adalah sektor tersier  diikuti sektor primer dan sektor 
sekunder.  Hanya sektor tersier yang relatif stabil di mana deviasi pertumbuhan 
hanya mencapai 1,5.%. Stabilnya pertumbuhan tersier dipengaruhi oleh kinerja 
perkembangan sektor perdagangan yang semakin baik di Kabupaten Bima. 
Sementara sektor sekunder dipengaruhi oleh relatif terjaganya ketersediaan 
input produksi dan permintaan yang terus meningkat terutama hasil industri 
pengolahan, listrik, gas dan air serta semakin banyak investasi masyarakat 
maupun pemerintah dalam bangunan. Di sektor primer pertumbuhannya masih 
sangat dipengaruhi oleh kondisi alam, musim dan harga input produksi (pupuk, 
obat dan lainnya) yang dari waktu ke waktu  terus mengalami perubahan.  

 
Grafik 2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data BPS Kabupaten Bima (berbagai edisi) 
Grafik Trend Perkembangan Pendapatan Per Kapita Kabupaten Bima, 2005- 2009 

  
Pembangunan ekonomi yang digalakkan pemerintah telah menghasilkan 
Pendapatan per-kapita Kabupaten Bima terus mengalami perkembangan 
dimana pada tahun 2005 mencapai Rp. 3,95 juta menjadi  Rp 6,48 juta pada 
tahun 2009 atau mengalami pertumbuhan rata-rata 4,25% per tahun. Jadi 
pada tahun 2009 pendapatan rata-rata masyarakat Kab. Bima per bulan adalah 
sebesar Rp. 539.645 atau  Rp.17.988 per-hari. Bila dikonversi pendapatan 
masing- masing Kepala Keluarga di Kabupaten Bima selama sebulan adalah 
sebesar          
Rp. 2.158.581. Namun bila dilihat paritas daya belinya sesungguhnya 
pendapatan per kapita per bulan mencapai sekitar Rp.630.193.  
Berdasarkan hasil analisa  posisi perekonomian  di Nusa Tenggara Barat  
menunjukkan bahwa Kabupaten Bima pada tahun 2006  berada di kuadran I, 
yaitu daerah yang memiliki pendapatan per kapita di atas rata-rata provinsi, 
demikian pula dengan pertumbuhan PDRB-nya. Namun demikian, pada tahun 
2009 terjadi pergeseran ke kuadran  II, yaitu daerah  yang tertekan. Meskipun 
pendapatan per-kapita masyarakat Bima masih cukup rendah dibandingkan 
daerah lain di Nusa Tenggara Barat, namun dilihat dari Paritas Daya Beli 
(purchasing power  parity) menunjukkan angka yang relatif lebih tinggi dari 
angka pendapatan per kapita di atas.  
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Paritas daya beli masyarakat terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 
Dari tahun 2005 sampai 2009, paritas daya beli masyarakat Kabupaten Bima 
berturut-turut sebesar Rp. 598.000, Rp. 598.300, Rp. 605.200,  Rp 611.600, 
dan Rp. 630.193 ada tahun 2009 atau rata-rata mengalami peningkatan 
sebesar 1,33% setiap tahun. Meskipun daya beli masyarakat Kabupaten Bima 
yang diukur dengan Indeks Pendapatan terus mengalami peningkatan, tetap 
saja masih berada di bawah Indeks Pendapatan Provinsi NTB. Rendahnya 
Indeks Pendapatan masyarakat Kabupaten Bima  menjadi suatu isyarat penting 
bagi kita semua untuk lebih fokus lagi pada pembangunan ekonomi berbasis 
peningkatan pendapatan (RKPD 2010). 
 

Grafik 2.5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data BPS Kabupaten Bima (berbagai edisi) 
Grafik : Trend Perkembangan Laju PDRB  ADHB dan Indeks Harga Implisit  
Kabupaten Bima, 2005-2009 

 

Dari  grafik di atas tampak bahwa selama 2005-2009 terjadi peningkatan 
pendapatan riil masyarakat, yang ditunjukkan dengan tingginya  laju PDRB 
ADHB  dibandingkan Indeks Harga Implisit. Peningkatan pendapatan riil 
terbesar terjadi  pada tahun 2005 yang disebabkan oleh rendahnya laju 
perubahan harga yaitu sebesar 3,4%. Sedangkan pendapatan riil terendah 
terjadi  pada tahun 2005 dimana harga-harga umum mencapai 7,53%. Oleh 
karena itu, upaya pengendalian harga dengan meningkatkan produksi dan  
penataan sarana transportasi  sangat dibutuhkan untuk meningkatkan 
pendapatan riil masyarakat di masa-masa mendatang. 
 
PDRB per sektor Kabupaten Bima berdasarkan Bima Dalam Angka tahun 2010 
dimana kondisi terakhir adalah keadaan tahun 2009 yang masih bersifat sangat 
sementara adalah sebagai berikut :  
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Tabel 2.17 

No Sektor 
Harga Berlaku         
(Juta Rupuah) 

Harga Konstan   
(Juta Rupiah) 

 

Keterangan 

1 Pertanian, Perkebunan, 

Peternakan, Kehutanan 

dan Perikanan  

1.364.407,616 771.576,534  

2 Pertambangan dan 

penggalian  
73.399,048 42.323,978  

3 Industri  Pengolahan  60.836,192 39.220,337  

4 Lisrik, Gas dan air Bersih  5.964,122 2.832,007  

5 Konstruksi  162.697,047 92.017,255  
6 Perdagangan, Hotel dan 

Restoran  
470.416,508 234.685,528  

7 Pengangkutan dan 

Komunikasi  
198.108,231 107.070,611  

8 Keuangan, Real Estate dan 

Jasa Perusahaan  
68.756,189 39.816,546  

9 Jasa – jasa  316.567,418 158.580,369  
 Total PDRB 2.721.152,372 1.488.123,164  

Sumber : Bima Dalam Angka Tahun 2010 (Bappeda) 
 

Tabel 2.18 LAJU PERTUMBUHAN PDRB KABUPATEN BIMA 

NO LAPANGAN USAHA/ Industrial Origin 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) 

1. PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN 
DAN PERIKANAN/Agriculture 

4,75 0,14 4,38 2,98 7,15 5,90 

 
a. Tanaman Bahan Makanan/Farm Food 

Crops. 
5,05 (1,15) 4,88 3,41 9,45 

7,42 

 
b. Tanaman Perkebunan Rakyat/ Farm 

Nonfood Crops 
3,22 3,59 2,94 1,51 2,69 

(0,55) 

 
c. Peternakan dan Hasil – hasilnya/Livestock 

& Product. 
5,33 4,10 4,86 1,69 5,23 

4,12 

 d. Kehutanan/Foresty 
(20,12

) 
0,12 9,44 7,16 (0,89) 

(5,04) 

 e. Perikanan/Fishery 
5,01 1,69 2,25 2,28 1,02 

2,49 

2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN/ 
Minning & Quarrying 

5,00 2,94 2,15 4,57 0,44 6,54 

 
a. Minyak dan Gas Bumi/Crude Petrolium & 

Natural Gas. 
- - - - - 

- 

 b. Pertambangan Tanpa Gas/ Others 
- - - - - 

- 

 c. Penggalian/Quarrying 5,00 2,94 2,15 4,57 0,44 6,54 

3. INDUSTRI PENGOLAHAN/Manufacturing 
Industries 

5,11 1,22 2,19 3,70 4,20 2,94 

 
a. Industri Dengan Migas/Oil & Gas 

Manufacturing - - - - - - 

 
1. Pengilangan Minyak Bumi/Petrolium 

Refinery 
- - - - - - 

 2. Gas Alam Cair/ Liquid Natural Gas - - - - - - 



NO LAPANGAN USAHA/ Industrial Origin 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) 

 
b. Industri Tanpa Migas/Non Oil & Gas 

Manufacturing 5,11 1,22 2,19 3,70 4,20 2,94 

 
1. Makanan & Minuman dan Tembakau/ 

Food, Drink and Tobacco 
- - - - - - 

 
2. Tekstil, Brg Kulit dan Alas Kaki/ Textile 

and Leather  Goods 
- - - - - - 

 
3. Brg Kayu dan Hasil Hutan 

Lainnya/Woods and Other Forest Prod. 
- - - - - - 

 
4. Kertas dan Barang Cetakan/Paper & 

platform goods 
- - - - - - 

 
5. Pupuk,Kimia & Barang dari 

Karet/Fertilze,Chemical & Rubber 
- - - - - - 

 
6. Semen & Barang Lain Bukan 

Logam/Cement & NonMetal Goods 
- - - - - - 

 
7. Logam Dasar Besi & Baja/Basic Iron 

Metal & Steel 
- - - - - - 

 
8. Alat Angkutan, Mesin Dan 

Peralatan/Transportation,Mechine & 
Tools 

- - - - - - 

 9. Barang Lainnya/Other Goods - - - - - - 

4. LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH/Electric, 
Gas & Water Supply 6,32 4,13 7,49 3,50 3,81 2,32 

 a. Listrik/Electric 10,01 4,13 11,69 3,33 4,09 3,28 

 b. Gas Kota/Gas - - - - - - 

 c. Air Bersih/Water Supply (2,03) 4,12 (3,19) 3,99 3,00 (0,49) 

 

 

      

5. BANGUNAN/Construction 6,05 1,64 2,04 7,06 1,13 10,23 

 

 

      

6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN 
RESTORAN/Trade, Hotel  And Restaurant 5,79 3,23 5,46 7,36 5,16 9,05 

 
a. Perdagangan Besar dan Eceran /Wholesale 

and Retail Trade 
5,88 3,24 5,52 7,42 5,19 9,16 

 b. Hotel/Hotels 1,92 1,78 2,46 4,57 4,41 6,38 

 c. Restoran/Restaurant 2,22 2,84 3,06 4,77 4,13 4,06 

 

 

      

7. PENGANGKUTAN & 
KOMUNIKASI/Transport And 
Communication 

7,17 5,00 5,37 7,33 6,64 5,39 

 a. Pengangkutan/Transport 7,02 4,91 5,74 7,18 6,48 5,34 

 
1. Angkutan Rel Kereta Api/Railway 

Transport 
- - - - - - 

 2. Angkutan Jalan Raya/Road Transport 5,26 5,38 6,01 6,34 6,12 5,87 

 3. Angkutan Laut/Sea Transport 5,90 4,86 2,23 5,23 1,55 1,82 

 
4. Angkutan Sungai, Danau dan 

Penyeberangan/Inland water trans. 
7,28 4,66 3,44 1,44 3,14 2,45 



NO LAPANGAN USAHA/ Industrial Origin 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) 

 5. Angkutan Udara/Air Transport 34,21 0,80 8,51 24,92 16,98 4,76 

 
6. Jasa Penunjang Angkutan/Supporting 

Transport Activities 
2,59 3,16 5,86 4,01 4,13 7,12 

 b. Komunikasi/Communication 8,09 5,55 3,11 8,23 7,65 5,69 

 
1. Pos dan Telekomunikasi/Post and 

Communication 
8,09 5,55 3,11 8,23 7,65 5,69 

 
2. Jasa Penunjang Komunikasi / 

Communication Services 
- - - - - - 

 

 

      

8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA 
PERUS./Finance, Rent of Building & 
Business Serv. 

4,38 2,56 3,71 4,10 3,96 8,94 

 a. Bank/Banking 18,07 3,73 4,58 6,41 10,18 5,94 

 
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank/Non 

Banking Financial Inter. 
3,54 4,04 5,38 8,77 5,40 7,38 

 c. Jasa Penunjang Keuangan/ Banking Service - - - - - - 

 d. Sewa Bangunan/ Ownership of Dwelling 3,87 2,29 3,44 3,32 3,40 9,41 

 e. Jasa Perusahaan/ Establishment Services 3,82 2,68 3,11 3,34 3,40 6,45 

 
 

      

9. 
JASA-JASA/Services 

2,67 1,73 3,79 5,46 6,32 4,22 

 a. Pemerintahan Umum/ Government 2,49 1,43 3,62 5,43 6,38 4,06 

 
1. Adm. Pemerintahan & 

Pertahanan/Government & Defence 
2,49 1,43 3,62 5,43 6,38 4,06 

 
2. Jasa Pemerintahan Lainnya/ Other 

Government Serv. 
- - - - - - 

 b. Swasta/ Private Services 4,78 5,27 5,65 5,85 5,62 5,99 

 
1. Sosial Kemasyarakatan/ Social 

Community Serv. 
4,82 5,19 5,67 6,26 6,78 5,31 

 
2. Hiburan dan Rekreasi/ Entertainment 

and Recreation Serv. 
2,34 2,74 3,88 3,81 3,24 4,18 

 
3. Perorangan dan Rumahtangga/ Personal 

& Household Serv. 
5,16 5,86 5,94 5,57 4,23 7,37 

 
PDRB/ Gross Regional Domestic Product. 

4,92 1,37 4,26 4,56 5,96 6,43 

 

Selama kurun 2005-2009, Kabupaten Bima  mengalami pertumbuhan ekonomi 
yang positif sebagaimana dapat dilihat pada grafik. Laju pertumbuhan ekonomi 
Kabupaten Bima pada tahun 2009 sebesar 6,43%, mengalami peningkatan dari 
pertumbuhan ekonomi tahun 2008 sebesar 5,96%. Peningkatan pertumbuhan 
tersebut didorong oleh meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian (5,90%), 
sektor perdagangan (9,05%) dan sektor keuangan (8,94%) dan bangunan 
(10,23%). Sektor perdagangan, hotel dan restoran terus mengalami 
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Kabupaten Bima Provinsi NTB Indonesia

peningkatan dari tahun ke tahun yang menunjukan adanya hubungan dengan 
meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian.  

Grafik 2.6 tingkat 
pertumbuhan Ekonomi  
Kabupaten Bima 2005 – 
2010 
 
Laju perekonomian 
Kabupaten Bima selama 
periode 2005-2009 
mengalami peningkatan 
secara terus menerus dari 
1,37% tahun 2005 menjadi 

6,43% tahun 2009, sementara laju perekonomian tahun 2010 angkanya masih 
bersifat sangat sementara yaitu sebesar 5,60%, Bahkan laju pertumbuhan 
tertinggi terjadi pada tahun 2009 yang mencapai 6,43%. Tinggi rendahnya laju 
pertumbuhan tersebut lebih disebabkan adanya fluktuasi laju pertumbuhan 
beberapa sektor ekonomi, yang dipengaruhi oleh dinamika pembangunan 
sebagai dampak positif efektifnya beberapa program ekonomi produktif dan 
program percepatan pembangunan infrastruktur dalam APBD 2010. Selain 
sektor pertanian dan sektor industri pengolahan, laju pertumbuhan masing-
masing sektor berada di atas laju pertumbuhan PDRB. 
Apabila dibandingkan dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi di tingkat 
yang lebih tinggi yaitu Provinsi NTB, sebagaimana terlihat pada grafik, bahwa 
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bima melampaui pertumbuhan ekonomi NTB 
terjadi pada tahun 2009, di mana Kabupaten Bima sebesar 6,43 % dan NTB 
sebesar 5,26 %.Tingginya pertumbuhan Kabupaten Bima tersebut disebabkan 
meningkatnya pertumbuhan riil masing-masing sektor akibat terkendalinya 
inflasi  PDRB. Oleh karena itu, pengendalian harga merupakan salah satu 
strategi yang harus ditempuh untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 
Perbandingan antara pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bima dengan Propinsi 
NTB dapat dilihat pada Grafik berikut 

Grafik: 2.7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber : BPS Kab. Bima dan Bank Indonesia berbagai edisi    
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Berdasarkan tampilan grafik di atas, secara umum dapat digambarkan bahwa 
perbedaan tertinggi pertumbuhan ekonomi antara NTB dan Kabupaten Bima 
terjadi pada tahun 2008, di mana  NTB mencapai 1,37 % dan Kabupaten Bima 
sebesar 5,95%. Sedangkan selisih pertumbuhan terendah  terjadi pada tahun 
2007, di mana NTB sebesar  4,89 %  dan Kabupaten Bima sebesar  4,56%. 
Apabila kita menggunakan rata-rata, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten 
Bima selama 2005-2009 adalah sebesar 4,51%. Sementara  rata-rata 
pertumbuhan ekonomi NTB mencapai  3,21%, yang berarti bahwa 
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bima masih berada di atas rata-rata provinsi.  
Secara  nasional tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran 
5- 6%, terkecuali tahun 2009 yang terendah yaitu sebesar 4,3%. Bahkan 
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bima pada tahun 2009 lebih tinggi dari 
pertumbuhan ekonomi nasional. 
Laju Pertumbuhan PDRB dan PDRB Per Kapita Kabupaten Bima atas Dasar 
Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2009, 2008 dan Tahun 2007 dapat 
dilihat pada tabel di bawah ini :  

Tabel 2.19 

Tahun 

PDRB Perkapita (Rp) Pertumbuhan (%) 

Harga 

berlaku 

Harga 

konstan 

Harga 

berlaku 

Harga 

konstan 

2009 6.475.742,604 3.541.404,984 14,56 6,43 

2008 5.703.602,153 3.357.373,534 15,08 5,96 

2007 5.003.786,485 3.198.693,130 11,19 4,56 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bima, 2010. 

 

Ketenagakerjaan 
 

Angkatan kerja adalah angkatan kerja yang berstatus bekerja atau sementara 
tidak bekerja, sedangkan pencari kerja adalah angkatan kerja yang sedang 
mencari kerja. Jumlah angkatan kerja yang terdaftar di Kabupaten Bima selama 
periode 2006-2010 sebanyak 202.441 orang. Bekerja 192.926 orang. Pencari 
kerja/penganggur terbuka 9.515 orang dengan komposisi sebagai berikut : 

Tabel  2.20 

Jumlah angkatan kerja yang terdaftar di Kabupaten Bima sampai dengan tahun 2010 

No Klasifikasi  Jumlah (Tahun 2010) 
% terhadap jumlah 

penduduk 2010  

1 Jumlah pekerja 192.926 43,7 

2 Jumlah pencari kerja 9.515 2.17 

3 Jumlah angkatan kerja 202.44 45,24 

Sumber :  Nakertrans Kab. Bima 

 

Perkembangan jumlah pekerja yang sudah ditempatkan dapat dilihat pada dan 
penyerapan tenaga peserta terlatih yang telah mendapatkan pekerjaan masing-
masing dapat dilihat pada tabel berikut : 

 



Tabel  2.21  Jumlah pekerja yang sudah ditempatkan 

No Uraian 
Laki-laki Perempuan  

Ket.  
Tahun 2010  Tahun 2010 

 Pencari kerja     

1 Tamat SD/Sederajat 313 572  

2 Tamat SMTP/Sederajat 209 475  

3 

4 

5 

Tamat SMTA/Sederajat 

Tamat DI 

Tamat DII 

483 

47 

152 

592 

79 

296 

 

6 Tamat Sarmud/Sederajat 579 1021             

7 Tamat Sarjana /Sederajat 1.759 2880  

8 Tamat Pasca Sarjana 25 33  

 Jumlah.... 3.567 5.949                     9.515 
  

 
Telah ditempatkan  

1 Tamat SD/Sederajat 257 314  

2 Tamat SMTP/Sederajat 24 282  

3 Tamat SMTA/Sederajat 34 395  

4 Tamat Sarmud/Sederajat 2 32  

5 Tamat Sarjana /Sederajat 21 104  

6 Tamat Pasca Sarjana 53 3  

 Jumlah 393 1133 1526 
 

Sumber  : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bima 

Tabel 2.22  Penyerapan tenaga kerja terlatih  : 

No Bidang lapangan kerja  Jumlah (Tahun 2010) Ket 

1 Jumlah yang dilatih  51 Orang  APBDKab 
2 Dipekerjaan di perusahaan  23 Orang  
3 Mendirikan usaha secara mandiri  28 Orang  

 Jumlah  51 Orang  

Sumber : Disnakertrans Kab. Bima 

Dengan tersebarnya infomasi pasar kerja dan bursa kerja dapat menyerap 

tenaga kerja baik dari dalam maupun dari luar negeri sebagaimana yang 

terlihat pada tabel berikut :  

 

Tabel 2.23 Penyerapan tenaga kerja di luar negeri 
No Uraian Laki-laki (tahun 2010) Wanita (tahun 2010) 

1 Malaysia  287 orang - 

2 Arab Saudi  949 orang 

3 Brunai Darusalam  8 orang 

4. Singapura  6 orang 

5. Hongkong  13  orang 

6. Taiwan  2  orang 

6 Jumlah 287 orang 1.078 orang 

Sumber  : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bima 

Indikator keberhasilan pembangunan daerah pada sektor tenaga kerja lainnya 
adalah keberhasilan melakukan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 



(PHI) dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sebagaimana yang terlihat pada 
tabel berikut :   

Tabel 2.24  Penyelesaian PHI dan PHK di Kabupaten Bima 

No URAIAN Jumlah Tahun 2010 Ket 

A Perselisihan Hubungan Industrial   
1 PHI sebanyak (kasus) 5  Kasus  
2 Dengan jumlah TK (orang) 10 orang  
3 Diselesaikan tkt perantara (kasus) 5 orang  
4 Dengan jumlah TK (orang) 5 orang  
5 Diteruskan ke P4D (orang) Tidak ada  
6 Dengan jumlah TK (orang) Tidak ada  

 
B 

 
Pemutusan Hubungan Kerja 

1 PHK sebanyak (kasus) 5 orang  
2 Dengan jumlah TK (orang) 5 orang  
3 Diselesaikan tkt perantara (kasus) 5 orang  
4 Dengan jumlah TK (orang) 5 orang  
5 Diteruskan ke P4D (kasus) Tidak ada  
6 Dengan jumlah TK Tidak ada  
7 Diteruskan ke P4P (kasus) Tidak ada  
8 Dengan jumlah TK Tidak ada  
9 Kasus yang terselesaikan (kasus) 5 orang  

10 Dengan jumlah TK (orang) 5 orang  
11 Masih dalam proses (kasus) 5 orang  
12 Dengan jumlah TK (orang) 5 orang  
13 Uang pesangon dan ganti rugi (juta) Tidak ada.  

Sumber  : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bima 

Dalam rangka mewujudkan perlindungan tenaga kerja dan resiko sosial antara 
lain kecelakaan kerja, meninggal dunia, sakit dan hari tua pekerja maka telah 
lakukan upaya pengawasan sebagaimana pada tabel berikut :  

Tabel 2.25 Pengawasan Ketenagakerjaan Di Kabupaten Bima 

No Uraian  Jumlah Tahun 2010 Ket 

1. Pemeriksaan perusahaan yang 
ditertibkan (persh) 

10 perusahaan  

2. Pelanggaran peraturan (persh) 8 perusahaan  

3. Penyuluhan Ketenagakerjaan  2 (dua) jenis penyuluhan 
 Jamsostek 
 Tenaga Kerja Wainta dan Anak. 

 

4. Jamsostek Perusahaan  8 (DELAPAN) Perusahaan  
 SPBU Sape 
 Bank Bias 
 Bank Pesisir Akbar 
 BPR LKP 
 Bima Budiadaya Mutiara 
 Hutan Tanaman Industri (HTI) 

Sanggar 
 Perusahaan Tahu 
 BUMN ( BNI, BPD, BRI. 

MANDIRI) 

 

5. Jamsostek Peserta 350 orang  

6. Kecelakaan Kerja (orang) 1 orang jenis kecelakaan kerja  

Sumber  : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kab. Bima 



. 2.8. Visi Dan Misi Kabupaten 

 
 

VISI  Kabupaten Bima tahun 2011 – 2015 ini yaitu  

“Terwujudnya masyarakat dan daerah Kabupaten Bima yang maju, mandiri, dan 

bermartabat berdasarkan nilai Maja Labo Dahu yang religius“.  

Secara spesifik, penjabaran dari visi ini dirumuskan sebagai berikut: 

1.   Masyarakat dan daerah Kabupaten Bima adalah seluruh lapisan masyarakat 
dan Pemerintah Kabupaten Bima yang berada di wilayah Kabupaten Bima; 

2.   Kabupaten Bima yang maju ditandai dengan adanya kemajuan dalam 
berbagai aspek kehidupan lahir dan batin. Aspek lahiriah, peningkatan 
pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar. Aspek batiniah 
ditandai dengan meningkatnya penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan 
pembangunan daerah, semakin mantapnya keimanan dan ketaqwaan 
masyarakat, serta meningkatnya ketahahanan sosial budaya. Kedua kondisi 
tersebut diukur berdasarkan peningkatan dalam Pendapatan per Kapita; 
Angka Kemiskinan; Indeks Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Crime Index.  
Reaksi-reaksi sosial kemasyakatan perlu ditanggapi dan dijadikan sebagai 
salah satu perwujudan rasa keadilan masyarakat. Pengukurannya dapat 
digunakan indikator seperti: tingkat layanan penyediaan sarana, prasarana 
dan fasilitas publik, tingkat layanan penyediaan modal usaha produktif bagi 
masyarakat; 

3.   Kabupaten Bima yang mandiri ditandai dengan peningkatan kapasitas 
penalaran dan fisik manusia yang diukur berdasarkan perubahan Indeks 
Pembangunan Manusia (Human Development Index), yang mencakup: 
Tingkat Pendidikan Penduduk; Tingkat Partisipasi Sekolah; Daya Serap 
Lembaga Pendidikan Formal; Usia Harapan Hidup Penduduk; Lama Hari Sakit 
Penduduk; Status Gizi Balita; Tingkat Kematian Bayi dan Ibu Hamil dan Rasio 
Sarana Kesehatan per Penduduk. Berkaitan dengan derajat otonomi fiskal, 
yaitu kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan 
otonominya berdasarkan penerimaan yang berasal dari sumber-sumber 
keuangan asli daerah, derajat otonomi fiskal diukur berdasarkan perubahan 
Indeks Kemampuan Rutin yaitu proporsi dan kontribusi penerimaan yang 
berasal dari sumber-sumber keuangan asli daerah terhadap penerimaan 
yang berasal dari pemerintah Propinsi dan Pusat; 

4.   Kabupaten Bima yang bermartabat ditandai dengan masyarakat yang 
maju, mandiri, sejahtera, dan berkepribadian luhur dalam segala aspek 
kehidupan; 

5.   Nilai Maja Labo Dahu merupakan falsafah hidup masyarakat Bima dalam 
menerapkan norma-norma kemasyarakatan dan keagamaan dalam setiap 
tingkah laku dan perbuatan manusia, yaitu malu jika berbuat kesalahan yang 
tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan norma yang ada dan takut kepada 
Allah sehingga selalu berusaha keras agar mampu menjadi manusia terbaik 



dalam hidup. Disamping itu, konsepsi Maja Labo Dahu mengandung 4 nilai 
luhur yaitu: Toho ra ndai sura dou labo dana, Toho ra ndai sura dou 
marimpa, Renta ba rera kapoda ba ade karawi ba weki, Nggahi rawi pahu; 

6.  Nilai Religius dimaknai sebagai adanya kemajuan dan peningkatan dalam 
kehidupan beragama, dimana Islam yang merupakan agama mayoritas di 
wilayah ini dijadikan landasan norma kemasyarakatan untuk diterapkan 
dalam kehidupan bermasyarakat dengan tetap memperhatikan dan menjaga 
kerukunan hidup dengan umat beragama lain. Peningkatan aspek batiniah 
dilaksanakan dengan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan 
pembangunan daerah dan semakin mantapnya keimanan dan ketaqwaan 
masyarakat. Hal ini dapat diukur dengan berkurangnya tingkat kriminalitas 
pada masyarakat dalam berbagai bentuk, terciptanya keamanan dan 
ketertiban, serta terciptanya situasi kondusif untuk penyelenggaraan 
kehidupan bermasyarakat; 
 

Misi pembangunan sebagai penjabaran dari upaya yang akan dilaksanakan 

untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Bima dirumuskan sebagai 

berikut: 

1.   Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan produksi, nilai 
tambah, kesempatan kerja, dan sarana prasarana penunjang perekonomian.  
Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat  melalui revitalisasi pertanian, 
perikanan, dan kehutanan. 

2.   Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kependudukan melalui 
peningkatan kualitas pelayanan dasar. 

3.   Meningkatkan kesadaran, pemahaman, pengamalan agama dan nilai-nilai 
sosial budaya bagi seluruh masyarakat. 

4.   Mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada dalam mendukung 
percepatan pembangunan dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah 
dan daya dukung lingkungan.  

5.   Menerapkan prinsip-prinsip Good Governance melalui pemberian Reward dan 
Punishment pada aparatur serta Pengelolaan Keuangan Daerah yang efisien, 
efektif, transparan dan akuntabel.  

6.   Memantapkan dan meningkatkan ketentraman, keamanan dan ketertiban 
masyarakat serta menjamin tegaknya supremasi hukum. 

7.   Memacu percepatan pembangunan kawasan strategis dan cepat tumbuh; 
 

2.9. Institusi dan Organisasi Pemda.  

 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
mengamanatkan, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala 
daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri 
dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi 
dalam lembaga sekretariat daerah, unsur pendukung tugas kepala daerah  dalam 
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan  daerah yang bersifat spesifik adalah 
lembaga tehnis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah oleh dinas daerah. 



Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi  
adalah adanya urusan  pemerintahan yang menjadi kewenangan  daerah, yang 
terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap 
penanganan urusan pemerintahan  harus dibentuk  ke dalam organisasi 
tersendiri. 

Dengan terminologi pembagian urusan pemerintah yang bersifat konkurent  
berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, maka dalam implementasi 
kelembagaan  setidaknya terwadahi  fungsi-fungsi  pemerintahan tersebut  pada 
masing-masing  tingkatan pemerintahan. 

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh 
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, sedangkan penyelenggaraan 
urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh 
daerah yang memiliki potensi unggulan kekhasan daerah, yang dapat 
dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi daerah. Hal ini 
dimaksudkan untuk kepentingan efisiensi dan memunculkan sektor unggulan 
masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya 
daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan 
masyarakat.  

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Bima telah 
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2008  tentang 
Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi  
Perangkat Daerah Kabupaten Bima, serta telah dijabarkan dalam Peraturan 
Bupati Bima Nomor 3 dan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, 
dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bima. 

Peraturan Daerah  dan Peraturan Bupati ini pada prinsipnya dimaksudkan 
memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata 
organisasi secara efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan 
kemampuan daerah masing-masing, serta adanya koordinasi, integrasi, 
sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan 
daerah. 

Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan 
faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas 
yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan 
kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang 
bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang 
tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-
masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam. 



Tabel 2.26 

Data Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Bima  

 

NO. 

 

UNIT KERJA 

JUMLAH (unit)/ TAHUN 

2006 2007 2008 2009 

A. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH     

1 Sekretariat Daerah  1 1 1 1 

2 Sekretariat DPRD  1 1 1 1 

3 Badan  9 9   

4 Dinas 18 18   

4 Kantor 3 3   

4 Dinas Daerah   17 17 

5 Lembaga Teknis Daerah   12 12 

 JUMLAH 32 32 31 31 

B. KECAMATAN 18 18 18 18 

C. KCD / UPT DINAS  7 7 13 13 

D. ESELONERING     

1 Eselon II a  1 1 1 1 

2 Eselon II b  32 32 34 34 

3 Eselon III a  172 172 64 64 

4 Eselon III b  0 0 108 108 

5 Eselon IV a  756 756 636 636 

6 Eselon IV b  5 5 325 325 

7 Eselon V a  65 65 65 65 

8 Eselon V b  0 0 0 0 

 JUMLAH 1031 1031 1143 1143 

Sumber Data : Bagian Organisasi Setda Kab. Bima (2006-2009) 
 



2.10. Tata Ruang Wilayah.  

 
Penataan ruang, seperti yang tercantum dalam Undang-undang nomor 26 
tahun 2007 tentang penataan ruang (UUPR) mencakup tiga proses yang 
saling berhubungan, yaitu perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan 
pengendalian pemanfaatan ruang. Di dalam undang-undang tersebut secara 
eksplisit digariskan pelaksanaan pembangunan harus senantiasa sesuai dan 
tidak bertentangan dengan rencana tata ruang yang ada. Dengan demkian 
penataan ruang menjadi tolok ukur dalam penyelenggaraan pemerintahan di 
daerah dan sebagai pengikat untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

Beberapa  permasalahan penataan ruang Kabupaten Bima adalah : 

- Masih terjadinya konflik kepentingan antar sektor seperti: pertambangan, 
lingkungan hidup, kehutanan, prasarana wilayah, dan sebagainya; 

- Belum berfungsinya secara optimal penataan ruang dalam rangka 
menyelaraskan dan mensinkronkan berbagai rencana program sektor. 
Berbagai fenomena bencana seperti banjir dan kekeringan yang terjadi 
secara merata di berbagai wilayah Kabupaten Bima merupakan indikasi 
yang kuat terjadinya ketidakselarasan dalam pemanfaatan ruang, antara 
manusia dengan alam maupun antara kepentingan ekonomi dengan upaya 
pelestarian lingkungan. 

- Tata ruang belum sepenuhnya dijadikan acuan bagi pembangunan daerah 
dan pengembangan wilayah. 

- Masih lemahnya kepastian hukum dan koordinasi dalam pengendalian 
pemanfaatan ruang. Hal ini terjadi karena belum efektifnya upaya-upaya 
pengendalian pemanfaatan ruang wilayah, sehingga penyimpangan 
pemanfaatan ruang dari ketentuan norma yang seharusnya ditegakkan 
masih terus berlangsung, kenyataan menunjukkan bahwa proses alih 
fungsi peruntukan lahan dari lahan pertanian maupun kehutanan menjadi 
permukiman maupun bentuk lainnya tanpa memperhatikan peruntukan 
lahan sesuai tata ruang masih terus berlangsung. 

- Masih lemahnya pemahaman masyarakat tentang berbagai regulasi dalam 
hal pemanfaatan ruang. 

Dengan memperhatikan uraian tersebut maka untuk mengatasi berbagai 
permasalahan aktual dalam pembangunan, maka prinsip-prinsip penataan 
ruang tidak dapat di abaikan lagi. Untuk itu maka upaya pengendalian 
pembangunan dan berbagai dampaknya perlu diselenggarakan secara terpadu 
dan lintas sektor melalui instrumen penataan ruang. Oleh karena itu strategi 
pembangunan jangka menengah daerah dalam bidang penataan ruang harus 
mampu menjadikan dokumen perencanaan tata ruang sebagai salah satu 
acuan bagi bagi pengendalian dan pemanfaatan ruang wilayah. Berbagai 
langkah dan strategi kongkrit yang harus dilakukan adalah sebagai berikut : 

- Untuk meminimalisir terjadinya konflik kepentingan antara berbagai sektor 
yang memanfaatkan ruang, maka regulasi tentang prosedur pemanfatan 
ruang harus tegas dan jelas sehingga setiap pemanfaatan ruang wilayah 



sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana 
tata ruang. 

- Dalam rangka optimalisasi fungsi rencana tata ruang maka berbagai 
dokumen perencanaan sektor harus selaras, sinkron dan terpadu dengan 
dokumen rencana tata ruang, sehingga tidak ada pelaksanaan 
pemanfaatan ruang yang bertentangan dengan rencana tata ruang. 

- Agar dokumen tata ruang sepenuhnya dijadikan acuan bagi pembangunan 
daerah dan pengembangan wilayah, maka mulai dari tahapan 
perencanaan tata ruang sampai pada proses pengendalian pemanfaatan 
ruang harus dilaksanakan secara transparan dan partisipatif dengan 
melibatkan seluruh stakeholder yang ada, sehingga dokumen tata ruang 
yang dihasilkan di fahami dan dilaksanakan dengan baik. 

- Lemahnya kepastian hukum dan koordinasi dalam pemanfaatan ruang 
harus di atasi dengan penerapan sanksi yang tegas bagi yang melanggar 
dan pemberian insentif bagi yang taat terhadap ketentuan yang ada. 
Disamping itu frekuensi koordinasi antara pihak-pihak yang terkait dalam 
penataan ruang perlu lebih diintensifkan sehingga berbagai kendala dan 
permasalahan penataan ruang yang ada dapat segera di pecahkan secara 
bersama-sama. 

- Sosialisasi dan advokasi tentang rencana tata ruang perlu lebih 
diintensifkan kepada masyarakat mengingat sebagian besar pelanggaran 
terhadap tata ruang di Kabupaten Bima disebabkan oleh lemahnya 
pemahaman masyarakat terhadap ketentuan yang ada dalam rencana tata 
ruang. 

Dengan adanya pemekaran wilayah Kabupaten Bima dengan Kota Bima sesuai 
Undang-Undang Nomor 13 tahun 2002 tentang Pembentukan Pemerintah 
Kota Bima membawa konsekuensi terhadap Pemerintahan Kabupaten Bima 
untuk menyesuaikan Rencana Tata Ruang Wilayahnya termasuk didalamnya 
untuk melakukan Pemindahan Ibu Kota Kabupaten. Di samping itu, dengan 
keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 
tentang Tata Ruang Wilayah Nasional, maka setiap daerah di seluruh wilayah 
Republik Indonesia diharuskan untuk menyesuaikan Rencana Tata Ruang 
Wilayahnya (RTRW) sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tersebut 
termasuk daerah Kabupaten Bima. 

Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Bima menjadi sangat strategis untuk segera 
dilakukan dalam kerangka untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. 
Disamping itu pemindahan ibu kota Kabupaten Bima akan berdampak positif 
bagi berkembangnya perekonomian Kabupaten Bima dengan berkembangnya 
pusat pertumbuhan baru karena akan terjadi pengalihan arus barang dan jasa 
yang selama ini mengalir ke kota bima akan beralih ke wilayah Kabupaten 
Bima. Dengan terjadinya perputaran arus barang dan jasa di wilayah 
Kabupaten Bima, secara langsung akan menyebabkan terjadinya peningkatan 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan indikator terjadinya 
peningkatan status perekonomian Kabupaten Bima. Peningkatan status 
perekonomian ini akan memberikan pengaruh yang positif bagi peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah, karena berbagai aktifitas ekonomi yang berlangsung 
di wilayah Kabupaten Bima ini tentunya akan berimbas pada adanya transaksi 



barang dan jasa sehingga tentunya akan disertai dengan pembayaran pajak 
maupun retribusi kepada daerah. 

Begitu penting dan strategis Pemindahan lokasi ibu kota Kabupaten Bima ini 
sehingga merupakan program yang sangat prioritas untuk dilaksanakan pada 
periode pembangunan jangka menengah kedua dari pembangunan jangka 
panjang Kabupaten Bima. Dalam rangka melakukan pemindahan ibu kota ini 
berbagai langkah dan tahapan sesuai peraturan perundang-undanga terkait 
sudah dilalui seperti keluarnya Peraturan Pemerintah tentang pemindahan 
lokasi Ibukota Kabupaten Bima ke wilayah Woha, maupun proses yang sedang 
berlangsung yaitu penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 
Kabupaten Bima  yang menjadi dasar hukum bagi dimulainya proses 
pembangunan di lokasi Ibu Kota yang baru. Namun demikian, secara umum 
proses pemindahan ibukota ini masih dihadapkan pada beberapa kendala dan 
permasalahan di antaranya : 

- Masih belum tuntasnya penyelesaian Rencana Tata Ruang, baik Rencana 
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bima maupun Rencana Detail 
Tata Ruang (RDTR) Ibu Kota Kabupaten Bima yang terhadang oleh 
berbelitnya aturan dan prosedur yang ditetapkan melalui Permendagri 
Nomor 28 tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah; 

- Terhadangnya proses pembangunan sebagai akibat dari alotnya proses 
pembebasan lahan. 

- Terbatasnya sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur di lokasi 
Ibukota yang baru. 
 

Berbagai permasalahan tersebut akan di atasi dengan strategi sebagai berikut: 

- Peningkatan frekwensi koordinasi baik dengan Pemerintah Provinsi Nusa 
Tenggara Barat maupun dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Badan 
Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi NTB dan Badan 
Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN). 

- Proses pembebasan lahan terus dilakukan melalui pendekatan, sosialisasi 
dan dialog secara intensif dengan masyarakat pemilik lahan; 

- Dalam rangka mengatasi permasalahan terbatasnya sumber pendanaan 
berbagai upaya strategis akan dilakukan diantaranya disamping dengan 
mengarahkan prioritas pembangunan yang sumber dananya berasal dari 
dana APBD Kabupaten pada lokasi Ibu Kota Kabupaten Bima yang baru, 
langkah lain yang ditempuh adalah dengan melakukan pendekatan kepada 
Pemerintah Provinsi dan Pusat untuk mendapatkan sumber pendanaan dari 
APBD Provinsi maupun APBN.   

 


